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ABSTEAK

313 D0 Mod Tahun 1998 (UUK) diketahur bahuw
debitur vang memperkitakan tahwa 1o tdak mampu membayar utangnya vang
tclzh jatub tempa dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan Penundaan
Kewajiban Pembavaran Utang (PRPLY Permohonan PRPL tersebu di masulika
pada Pengadilan Miaga, karena sesual dengan Pasal 280 avat (2) vang mengat.kar
hahwa Penpadilan Niaga berwenang memertksa dan memutus perkara kepa Ll
PREU dan perkara lainnya diledang permiagan. PRPU dimaksudkan  untuk
mengajukan rencana perdamatan vang meliput awaran pembavaran seluruh atau
sehagian utang debitur kepada para kreditumy.

Jangka waktu pelaksanaan PRPU paling lama 270 hari terhitung seja.
PEPU Sementzra di tetapkan oleh Hakim Majehis Niaga. Dengan diberikanny
penundaan wakiy pembayaran ini. besas kemungkinan debrtur akan mampu
membavar utangnya secara keseluruban awu sebagian kepada para krediturmya, Ih
samping i debitur juga masih dapat mclanjutian uszhanya, PRPL diatur I
dalam ULUK. namun karena masih banvaknya kelemahan dan LUK, raka PRPL
juga mempunyval banvak permasalahan delem prakieknva,

Dalam  penelitian ime, penulis merumuskan tga permasalahan yailu
pelaksanaan PRKPU di Pengadilan Miaga Jakarta Pusat masalab-masalah vanc
ditemui dalarm pelaksanzan PKPL. dan peranan Hakim Pengawas dan Pengurus
dalam mengurus harta debitur.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, vatu penelitian dilakukan
terhadap permasalahan vang terjad dalam pelaksanaan PKPU & Pengadilan
MWigpa Jakarta Pusat dan dikaitkan demgan peraturan perundang-undangan vang
mengatumya. Melalwi peneliian penulis mengetahut bahwa pelaksanaan
PEPL i Pengadilan Niaga Jakara Pusat tidak seluruhnya sesual dengan vang
diatur oleh UK. Hal ini dapat dilihat dengan adanyva pelanggaran terhadap batas
waktu pelaksanaan PKPL yang ditentukan, tidak adanya kerjasama daebitur,
kreditur, Pengurus dan Hakim Pengawas dalam menvelesmbkan perkars PRPLY
peneurus vang Ndak memalankan tugasnya sesuai ketemtpan dalam UUR, dan
juga adanya putusan Hakim vang salmg herlentangan satu sama lzin. Masalah
vang timbul ini tidak hanya disebabkan oleh pengalaman para hakim dan
penaurus vang belum memadar dan dinamika pengaruh cksternal dan situas
intermal badan peradilan, tetapi juga discbabkan adanva kelemahan dar UUK ity
sendin.

Berdasarkan keadaan diatas, disarankan agar pemenntah  segera
mengupayakan revisi atau penyempurnaan terhadap LUK, mengatur secara 1egas
tentang perlindungan terhadap kreditur dan batas wewenang Pengurus dan Hakim
Pengawas, serta Undakan tegas vang dapal dilakukan terhadap pibak yang
melakukan tindakan menyimpang dant apa yang telah diatur oleh LUK
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. Latar Belakane Masalah

beetidzkstabilan ekonomi Indonesia i Penghujung tabun 1990-an
wepatnyva  scmenjak  tabun 1997, telah mecimbulkan  kesulitan  bagi
perckonomian . khususnva  dumia  usaha untuk  meneruskan  kegiatannya
termasuk memenuhi kewajibannyva kepada kreditur ' Kendakstabilan ckenomi
ini juga menyebabkan tmbulnya banvak konflik diantara pelaku ckonomi.
kendakstabilan ekonomi di Indonesia i lebeh di kenal dengan =tlah Knsis
Moneter. Istilah i untuk pertama kKalinya diemukan secara vuridis  pada_
Feeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tenang Jaminan Terhadap Hant -
Lmum, vang dikelvarkan pada tangeal 26 Janwan 19498 I -

Krisis ekonomi vang melanda Indonesia ini terjadi antgra lain =~ -
disehabkan oleh adanya kredil bermasalah dan kredit macet, dan banvaknya = -
utang piutang swasta vang tidak tertagih atsu debiturnyva dalam keadaan tidak )
mampu membavar. Permasalahan ini sanpat dirasakan oleh para kreditur
terhadap debitumya.

Menphadap situasi scpertt ind, salah satu cara untuk menvelesmkannya
adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban  Pembayvaran
Utang [lal 1m sesus dengan vang  distur dalam Pasal 212 Undang-undang

MNomor 4 fahun 1998 tentang Penetapan PERPU No. | Tahun 1998 tentang

Hal ini dizampaikan oleh Hermavulis, et al, pada workshop temlang S vfensd dan

Ferana Pengreailan Nigge sebagral Pevalon Kl dalode peviydleserine senghaber sz T8 Mo
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Perubahan atas UL tentang Kepailitan Menjads UL vang berbunyi sebagai
berikut

“Debitur vang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan

dapat melamutkan membavar utang-utanznyva vange sodab jatuh wako

dan dapat ditagih dapat memohon Penundaan Fewajiban Pembayaran

L'tang dengan maksud pada umumnyva untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputl tawaran pembavaran seluruh ataus secbhagian

utang pada kreditur konkerer™

Dart Pasal tersebut, diketabuw bahwa dianjurkan kepada delwiue untuk
mengajukan permohonan Penundazn Kewapban Pembavaran Utang vang
disertar dengan rencana perdamatan. Permobhonan Penundan Kewajiban
Pembayaran Utang dimasukkan i kepanitersan Pengadilan Niaga untuk
selanjutnya diperikse dan diputes oleh Hakim Majehs vang ditumjuk oleh
hetua Pengadilan,

Memberikan  Kesempatan  kepada  debitur  untuk  mengajukan
permehonan Penundaan Kewanban Pembayaran Uiang lebih efekif dan pada
langsung menyatakan debitur paiht Hal mu desebabkan karena PEPU tidak
|1E1I1}f:3 memberikan keuntungan bag debitur 1-:;tar_.i _iuga lmg1 kreditus

Keuntungan vang diperoleh dengan adanva Penundaan Kewsjiban
Pembavaran Utang bag debitur adalah debitur dalam waktu vang cukug akan
dapat memperbaiki dan menpatasi kesulian ekonommyva, dan pada akhimyva
pada waktu tertentu 12 dapat membayar utangnva secara penuh atau schagian
Repada parg krediturmya. Sebaliknyva apabila deliiur serta-mierta dijatubi
Repathtan vang akhimya perusehaannya dilelang atau diyjual vmiek melunas

uiangnya yang mengakibalkan hara habis dan udak dapst melanjuikan

usahanva lag:. Padabal denpan penjualan atau pelelangan barta benda debitur

=
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I'elaksanaan PKPU i Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak seluruhnya
sesual dengan aturan < dalam UK. Pelangzaran vange terjadi antara lam:
lewatnva batas wakin PKPU yakm 270 hari sejak PKPU Sementara
ditetapkan, dan adanva Patusan Hakim vang saling bertentanpan sehimpea
terjadi ketidakpastian hukum.

Masalah vang timbul dalam pelaksanpan PKPL antara lain di sehabkan
pleh pengalaman para hakim yang belum memada dalam menangan
kasus kepmlitan dan PRPLUL kelemahan vang terkandung dalam UK
sendinl, dan dimamika pengaruh eksternal dan siuasi internal badan
peradilan  sehingea  melahirkan kualitas  potusan hakim vanye  tidak
konsisten, tdak logis dan mengandung ketidakpastian

Hakim Pengawas dan Pengurus mempunyal peranan yang sangal penting
dalam penyelesaian perkara PKPU, namun peraturan tentang Hakim
Penpawas dan Pengurus belum ada, selinges menimbulkan masalah di

dalam pelaksaan PRPLL

B. Saran

beepada para pihak vang terlibat dalam suaty perkara PRPL, di harapkan
adanva kerjasama dalam penvelesman perkara PRPU apar udsk ada pihak

vang merasa dirugtkan,
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